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KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TERAPAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	Tahun Anggaran 2025	

ANTARA

KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TIMOR

Dengan 

………………………………	Comment by Windows User: Nama lengkap ketua pengusul dan gelar
KETUA PELAKSANA PENELITIAN

Nomor: …./UN60.6/PP/2025	Comment by Windows User: Isikan nomor kontrak

[bookmark: _Hlk165748986]Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun  Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan dibawah ini: 

	1. Dr. Aloisius Loka Son, S.Pd., M.Pd

	:
	Kepala LPPM, Universitas Timor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, yang berkedudukan di Kefamenanu untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

	
	
	

	 2.  ………………………………….	Comment by Windows User: Nama ketua pengusul dan gelar
	:
	Dosen Fakultas …………………. Universitas Timor, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	Comment by Windows User: Isikan asal fakultas ketua pengusul



[bookmark: _Hlk166595252]Perjanjian Penugasan Penelitian ini berdasarkan pada DIPA Universitas Timor Tahun Anggaran 2025, Nomor DIPA: SP DIPA-39.03.2.693422/2025 Kode 7730.DBA.004.051 Pelaksanaan Penelitian Revisi ke 04 Tanggal: 23 April 2025.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Skema ………………….. Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 	Comment by Windows User: Isi skema lab atau non lab
Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
14. Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 037/UN60/PM/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Timor Tahun 2021-2025;
15. Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 036/UN60/PM/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Timor Tahun 2021-2025.
16. Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 076/UN60/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor Periode Tahun 2023-2027.
17. Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 167/UN60/PP/2025 tentang Penetapan Reviewer Internal Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Timor Tahun 2025.
18. Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor : 11/UN60/PPK/PD/2025 tentang; Penetapan  Penerima Hibah Proposal Penelitian di Lingkungan Universitas Timor Tahun 2025
19. Kontrak pelaksanaan program penelitian tahun anggaran 2025 Nomor: 11/UN60/PPK/PD/2025 antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Timor dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Timor.

Pasal  2
RUANG LINGKUP KONTRAK

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran  2025 dengan judul  “……………………………………………………………………………………………….”	Comment by Windows User: Isikan judul secara lengkap
(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh bukti-bukti  asli pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA untuk didokumentasikan serta wajib menyimpan bukti pembayaran pajak yang telah difotocopy.






Pasal 3
JANGKA WAKTU

(1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak  kontrak ini ditetapkan sampai  14 November 2025 .
(2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk Penelitian Terapan.
(3) Keberlanjutan penelitian Terapan ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
1. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi
3. Melakukan penilaian luaran penelitian dan
4. Melakukan validasi luaran tambahan
b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para PIHAK KEDUA.
c. Memantau Pengunggahan ke laman SINTIAMOR dokumen sebagai berikut :
1. Revisi proposal penelitian;
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
5. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan 
6. Luaran penelitian
d. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman SINTIAMOR, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian serta ketentuan dalam panduan LPPM.

(2)  Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana program Penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen   berupa Revisi proposal penelitian, Catatan Harian pelaksanaan penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir,  Laporan penggunaan anggaran 100 %, serta luaran Wajib sesuai kontrak  penelitian terapan serta ketentuan dalam panduan hibah internal LPPM Universitas Timor Tahun 2025 yang dipersyaratkan.


Pasal 5
SUMBER DANA PENELITIAN

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan program penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebesar Rp. ………….,-  (…………………………………….) sudah termasuk pajak. 	Comment by Windows User: Diisi sesuai nominal sesuai lampiran pengumuman
(1) [bookmark: _Hlk165752749][bookmark: _Hlk165752709]Dana program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada sumber dana PNP Universitas Timor mengacu pada Rincian Anggaran Belanja DIPA per Unit T.A 2025 Nomor DIPA: SP DIPA-39.03.2.693422/2025 Kode 7730.DBA.004.051 Pelaksanaan Penelitian Revisi ke 04 Tanggal: 23 April 2025

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp. ……….. (…………) yang dibebankan kepada DIPA Universitas Timor T.A 2025 selama 1 (satu) tahun.	Comment by Windows User: Disesuaikan dengan SK penetapan
Mohon diinput secara benar dan teliti
(2) Pembayaran dilakukan dua tahap:
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 80% dari total dana penelitian yaitu 80% x Rp. ……..,-  =  Rp. ………,-  (………………………..). Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan Revisi Anggaran telah diunggah ke laman SINTIAMOR dan menyerahklan hard file ke LPPM.
b. Pembayaran Tahap Kedua/terakhir sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu 20% x Rp. ……….,-  = Rp. ……,- (……………). Dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah laporan kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan akhir pelaksanaan penelitian ke laman SINTIAMOR dan menyerahklan hard file ke LPPM dengan segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam panduan .
(3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SINTIAMOR paling lambat tanggal 14 November 2025 , dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Surat Pernyataan Tanggunjawab Belanja (SPTB)
b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian ; dan
c. Laporan Penggunaan dana 100 %
(4) Dana Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

	Nama	Comment by Windows User: WAJIB REKENING YANG DIINPUT ADALAH REKENING BRI KETUA PENGUSUL YANG AKTIF
	:
	………………..

	Nomor Rekening
	:
	………………..

	Nama Bank
	:
	BANK BRI



(5) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
TARGET LUARAN PENELITIAN

(1) [bookmark: _Hlk165753407]PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib program penelitian berupa publikasi pada Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi; menghasilkan Paten/paten sederhana terdaftar atau perlindungan varietas tanaman (PVT) terdaftar, atau desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) terdaftar, atau policy brief, atau naskah akademik atau buku atau portofolio, Tugas akhir mahasiswa minimal tahap proposal skripsi yang dibuktikan dengan lampiran asli berita acara pelaksanaan seminar dari program studi serta luaran tambahan lain yang diusulkan dalam proposal sesuai ketentuan LPPM Unimor.
(2) [bookmark: _Hlk165753476]PIHAK KEDUA dalam mencapi target luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk berperan sebagai penulis utama (penulis pertama dan koresponden) 
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA dengan batas waktu maksimal hingga tahun 2026.

Pasal 8
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM Unimor
(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Unimor 
(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.


Pasal 9
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan capaian luaran program penelitian yang telah dilaksanakan disertai dengan rekapitulasi penggunaan anggaran dan bukti-bukti pemanfaatannya sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Laporan yang disampaikan PIHAK  KEDUA disusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) [bookmark: _Hlk165753544]PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan dokumen berupa catatan harian, Hardcopy dan Softcopy Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 80% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal Dua Puluh Tujuh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima.
(3) [bookmark: _Hlk165753652]PIHAK KEDUA berkewajiban mengumpulkan Laporan Akhir dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy, Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, atau Artikel pada Jurnal Ilmiah, ataupun Prosiding Pada Seminar Ilmiah, baik yang berskala Lokal, Regional maupun Nasional, catatan harian, serta  Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan bukti penggunaannya kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal tanggal Empat Belas November Dua Ribu Dua Puluh Lima.
(4) Soft dan hard file laporan wajib diserahkan ke LPPM Universitas Timor dan disubmith pada laman SINTIAMOR dengan ketentuan pada bagian bawah cover ditulis :


Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Timor 
Sesuai dengan Kontrak Program Penelitian Dosen Terapan
Nomor: …/UN60/PP/2025	Comment by Windows User: Isikan nomor kontrak

Pasal 10
KEWAJIBAN PAJAK

(1) PIHAK KEDUA wajib menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :
1. Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
2. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
b. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen)
c. Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

(2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh bukti-bukti asli pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada PIHAK PERTAMA untuk didokumentasikan serta wajib menyimpan bukti pembayaran pajak yang telah difotocopy.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan luaran hasil penelitian ini wajib mencantumkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Timor sebagai pemberi dana.
(3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan wajib mengetahui Pihak Pertama sebagai pemberi dana.

Pasal 12
DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA serta mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.


Pasal  15
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan pelibatan reviewer.

Pasal  16
PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran program penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 17
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PROGRAM PENELITIAN DOSEN

Hasil Pelaksanaan Program Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada UNIVERSITAS TIMOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 19
SANKSI-SANKSI

(1) Apabila batas waktu yang ditetapkan untuk pelaporan kemajuan pelaksanaan penelitian terapan telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajibannya, dan terlambat atau tidak mengirim laporan Kemajuan ke PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran tahap kedua, dan biaya tahap pertama yang telah diterima dikembalikan ke kas negara. 
(2) Apabila batas waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan penelitian telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajibannya, dan terlambat atau tidak mengirimkan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian seluruh biaya yang telah diterima ke PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor Kas Negara.
(3) [bookmark: _Hlk165754548]Atas ketidakmampuan PIHAK KEDUA menyelesaikan kegiatan Penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Kontrak yang telah ditandatangani, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi untuk tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian selama 5 (Lima) tahun anggaran berturut-turut ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Timor untuk didanai pelaksanaannya.



[bookmark: _GoBack]
Pasal 20
LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pelaksanaan Penelitian Dosen dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pelaksanaan Penelitian Dosen lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 


[bookmark: _Hlk165754798]Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai 10.000, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


	PIHAK PERTAMA
	                     PIHAK KEDUA

	






	






	Dr. ALOISIUS LOKA SON, S.Pd., M.Pd.
	              ……Nama Ketua dan Gelar……...

	NIDN: 0830057901
	      NIDN: ………………
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